
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
S:&n 

PERATURAN BUPATI BOJOJIIEGORO 
IIOIIOR 12 TABtJll' 2013 

TEIITAllG 

Sl8TEJI REIIUIIBRASI 
PADA DIK.A.fO KBSBB4TAW KABUPATBII BOJOIIBGORO 

DEIIGAJf lHBJ(AT T1J'RAJI YAJIG IIAJIA BSA 

BUPATI BOJOIIEGORO, 

Menimbang : babwa dalaJn ta.ngka melaksanakan lretcruuan PasaJ 49 ayat (7) 
Peraruran Daerah Kabupateo Bojonegoro Nomor 18 Tahuo 2011 
teotang Retribusi Pelayanan Kcsebatan Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bojonegoro, maka pedu membentuk Peratur..n Bu1>ati 
tentang Sistcm Remunerasi Pada Oinas .Kcsehatan Kal,upa.ten 
Bojonegoro; 

Mengingat I. Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenwkan 
Daerah-Daerah Ka bu paten/ Kota Dalam Liogkungao Provinsi 
Jawa Timur (Diumumkan tanggal 81\gustus 1950); 

2 . Undang-Uodang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Neg;ira (Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 2003, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhlc Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang Undang Noi:nor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4431); 

4 . Undang-Undaog Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerinlahao 
Daerah (Lembaran Negara Tahuo 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembamn Negara Nomor 4437) ,.,.bagaimana relah diubah 
kedua kalioya deogan Undaog-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lemba:ran Negara Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

5. Uodang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbang;in 
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dao Pl!merintaban Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

6 . Undaog-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Neg.,ra Tahuo 130, 
Tam.bahan Lembaran Neglml Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundaog-undangan (Lembaran Negi,.ra Repu blik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarao Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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8. Uodang-undang Nomor 36 Tabun 2009 ll?ntang Kesehatan 
(Lembaran Negara Repubb1c Indonesia Tabun 2009 Nomor 
1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3259); 

9. Pemturan Pemerinrah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerab {Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahon 2005 Nomor 140, Tambahan l..cmbaran 
Neg;,ra Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pcdoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen,ggaraan Pemerintohan, 
Daerab (Lembaran Neg;ira Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambaban Lemba.rao Neg.ant Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintaban Daerab Provinsi dan Pemcriotahan Daerab 
Kabupaten/Kotn [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
teotang tentang Pedoman Pengclolaan Keuang;an Daerah 
sebagaimann telab diubah yan.g kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 21 Tabun 2011; 

13. Peratumo Menteri Xesebatan : 364/Menkes. SK/IIl/2003 
ll?ntang Laboratorium Kesebatan; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/ 
ll/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesebatan Bagi 
Peserta PT. Askes [Persero) dan Aoggota Keluarg;,.nya. di 
Puskesmas, BaJai Kesehatan Masyaral<at dan Puskesmas dan 
Laboratorium Kesehatan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/ 
PER/XU/ 201 l tentang Petunjuk Telmis Jaminan Persalinan. 

16. Keputusan Menteri Kesebatan Nornor 128 Tabun 2004 
Menkes/SK/11/2004 tentang Kebijal<an Dasar Pusat Kcsehatan 
Masyara]cat; 

17. Keputosan Meoteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/ 
SK/Xll/2004 teotang Staodar Pelayanan Lahomtorium 
Kesebatan Dinas Kesebatan Kabupaten/Kabupaten; 

18. Keputusan Menteri Kesebatan Nomor : 666/ MENKES/SK/Vl/ 
2007 tentang Klinik Rawat !nap Pelayanan Medik Daaac; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan RJ Nomor : 903/MENKES/PER./ 
V/2011 teotang Pedoman Pelaksaoaao Program Jaminao 
Kesebatan Masyamkat; 

20. Peraturan Daerab Kabupateo Bojooegoro Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Otg111Usasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 
Bojooegoro sebag.aimana. telab diubah yang kcdua kalinya 
dengllll Peraturan Daerah Kabupateo Bojonegoro Nomor 8 
Tahun 2011; 

21. Peraturan Daerah Kabuparen Bojonegoro Nomor 18 Tahon 
2011 tentang Retnbusi Pelayanan Kesehatan J>ada Oinas 
Kesehatan Kabupateo BojonL-goro. 
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M EM UTU SKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REMlJNERASI PADA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturnn Bupati ini yang di maksud deng;m : 
L Oaerah adalab Kabupatcn Bojooegoro. 
2. Pemerintah Daerab adalab Pemerintah KabupaLcn Bojonegoro. 
3 . Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4 . Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesebatan Kahupaten 

Bojonegoro. 
S. Kepala Dinas Kesebatan, ada1ab Kepala Oinas Kesebatan 

Kabupaten Bojoncgoro. 
6. Pelayanan Kcscliatan, adalah pelayanan kesehatan perorangan 

di Puskemas dan Labkesda yang meliputi upaya promotif, 
prevcntiI, kuratif, rehabilitatif dan pemenl<saan laboratorium 
klinik maupuo labonuorium kesehatan lingkungan. 

7. Pusat Kesehatan Masyarakat dengim jaring,annya selanjutnya 
disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Tekofa Dinas pada 
Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab meo)'-eleogg.arakan 
sebagjan tugas pcmbanguoan kesehatan di wilayah kerjanya, 
meJjputiPuskesmas deng;lJl aLau tanpa Perawatan, Puskcsmas 
Pembantu, Puskesmas keliliog. Poodok Bersalin Desa, 
(PolindesJ Pondok Kesehatan Oesa (Ponkescles), dan Pos 
Kesehatan Desa (Poskesdes). 

8 . Puskesma.s Dengan Perawatan adalab Puskesmas yang 
mcroililn kemampuan menycdiakan pelayanan kesehatan 
rocliputi pelayanan kesehatao. dasar, pelayanan kcsehatan 
tingkat lanjut, pelayanan mwat ioap dan pelayanan gawat 
daru.rat yang dilengkapi dengan peralatao dan sarana-rasilitas 
pendukung laionya yang rutetapkao dengan Kepurusan Bupati. 

9. Puskesmas PONED, adalah Puskesmas yang dilengkapi 
sarana-pmsarana, peralatan dan tenaga kei;ehatan Lerlatih 
untuk pelayanan obstetri neonatal esensial dasar [PON ED) . 

10. labomtorium Kesehatan Daemb selanjutnya disebut 
Labkesda, adalah laboratorium kesehatan yang dikelola oleh 
UPTO rubawah Dinas Kcsehatan yang memberikan pelayanao 
pemt:.nl<saan, pengukuran, pener:apan dan pengujian terhadap 
baban yang berasal dari roanu8ia atau bahan yang bukan 
berasa1 dari manusia untuk penenruan jenis pcnyakit, 
penyebab penyak:it, kondisi kescbat.an atau faktor yang dapat 
berpeng;uuh pada kesebatan perurang;m dan masyarakat. 

11. Retribusi Pelayanan Ke,ichatan, ada1ah pungutan d,-;,erab 
sebagai pembayaran atas jasa penyediaan kemanfaatan umum 
da1am bidang pelayanan kesebatan yang diselenggarakan oleh 
Pemcrintah Daerab yang dapat dirukmati orang perorang aLau 
badan. 

12. Tarif, adalah sebagian atau selurub biaya penyelenggaraan 
kcgiatan pelayanan di Puskesmas dao Laboratorium Kesebatan 
Daerah sebagai basis perbit.ungan puogutan retribusi. 
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13. Dokter spesialis tamu, adalah dokrer spcsia)fa dari Puskesmas 
dan Labkesda Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama 
dibetikan ijin melaksanakan pelayanan mcdik spesialis sesuai 
kewenangannya (clinicaI priuiledgedj di Puskcsmas. 

14 . Tindakan Medik Operatif, adalah tindakan pembedahan 
kepada pasien yang dfaertai tindakan anastesi alau tanpa 
anastesi di Kamar Operasi atau Kamar Tindakan. Berdasarkan 
kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, 
penggunaan alar canggib dan proresionaJisme, dikelompokkan 
dalam tindakan medik operatir kecil, sedang, besar. 

15. Pelayanan/tindakan medik psikiatrik, adala.h Lindakan medik 
pada pasien dengan kelainan a111u giingguan psikialrik 
(kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum un1:uk 
tindakan medik psik:iatri tertentu di Puskesmas. 

16. Tindakan Medik Non Operatif, adalah tindakan mc.-dik yang 
dilakukan tanpa pembedahan. 

17. Pemeriksaan kesehatan umum, adalah pelayanan kesehatan 
meliputi anamnesa, pemeriksaan fisilc sampai terapi delinitif 
(pemberian resep obatj tanpa tinda.kan medik dan/atau 
pemeriksaan penunjang medik pada pasien rawat jalan atau 
pasien mwat daruraL 

18. Ytsite, adalah kunjungi,n tenag;a medis ke ruang rawat inap (on 
silef daJnm rangka proses observasi, di3tlDosis, tempi, 
rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 

19. l'l,layanan keperawatan, adalah bentuk pelayanan proresional 
biopsiko, aosio spriwal oleh tenaga kepera,..ntan untuk 
membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa 
sakit, mengarasi masalah keseharan atau menanggapi upaya 
pengobatan untuk mencapai derajat kesebatan yang optimal 
dengan asuhan keperawatan dasar (minimal), parsial, total 
maupun intensif. 

20. Tindakan keperawatan, adalah tindakan Jang dilakukan oleh 
perawat atau bidan, baik tindakan mandiri sesuai kewenangan 
(priuelegd,;j pro(esi kepe.rawatan, maupun lindakan tugas 
limpah dari tenaga mcdis atau kolaborasi dengan tirn 
kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, 
mempertahankan atau pengobatan klien/pasien. 

21. l'l,layanan l'\,ndidikan dan penclitian, adalah pelasanan 
dibidang pendidikan, pelaliban dan/atau penelitian oleh pihak 
lain Jan,g melakukan kegiatan tcrsebut dengan menggunakan 
fasilitas Puskesmas atau Labkesda. 

22. Pembimbing, adalah tim ataupun orang peror.mgan di 
Pusl.<esmas atau di Labkesda Jang diberikan kewenangan 
sebagai pembimbing klinik atau pembimbing penclitian dalam 
rangka pelayanan peodidil<an dan penclitian sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku. 

23. Ta:rif pelayanao pendidikan dan penelitian, adaJah besaran 
tarif Jayanan dibidang pendidikan dan penelitia,, meliputi jasa 
sarana dan jasa pelayanan (himbingan) yang 1.erkait. dengan 
kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, atau studi banding 
yang dilaksanakan di Puskesmas. 

24. ln.stitrmol'IDl Fee, adalah imbalan pemanfaatan htstitutwl'IDl 
Brand Name (nama lembaga) Puske$mas atau Lakesda oleh 
pibak lain sebagai salah satu jaminan mutu atau kepercayaan . 
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25. Pemeriksaan laboratorium kescllatan masyarakat, adalah 
pemenl<saan 6s,1<, lcimia, mikrobiologi atas spesimen (balum 
sampel) air minum. air berslb, air limbah, makanan/minuman, 
atau usap (bapllsan) alat rertenLu dalaln rangka kepentingan 
kesehatan lingkungan, sanitasi at.au kesehatan masyarakat. 

26. Pelayanan Kunjungan Rumab (Home Visi1), adalab pelayanan 
kesehatan yang dfuerikan kepada seseorang dalrun bentuk 
peme:riksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah 
pasien. 

27. Pclayanan Perawatan di Rumah (Home Care,) adalah pclayanan 
kesehatan yang diberikan dalam benruk pengobatan, 
obsenrasi, tindakan medik terbatas, tindakan kcperawatan 
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ru mah 
pcnderita sesuai pennintaan atau kebutuha.n. 

28. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF, adalah 
unit layanan (depo) farmasi Puskesmas yang memberikan 
pelayanan obat, aJat kesehatan dan/atau sediaan farmasi 
Lainoya diluar kompooen jasa sarana tarif retribul'i. 

29. Pelayanan mobtl ambulans, adalah pelayanan transportasi 
pasien dengan mobil khusus (ambulans) dalam rangka rujukan 
medik baik deng;,.n atau disertai kru (crewj tenagii. kesehatan 
atau pelayanan bantaran yang dibcrikan terhadap masyarakat. 

30. Program .Jamioan Persalinao yang selanjutnya disebut 
Program Jampcrsal, adalah program Pemerintah (Kementerian 
Kesehatan) dalam bentuk bantuan pembiayaan mcliputi 
pemenl<saan kehamilan, pcrtolongan pcrsalirurn dan pelayanan 
rufus teanasuk pelayanan KB paska J)CJ"ralinan sen:a 
perawatan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pcrtama (bidan/dokter pmk:tek, klinik, Puskesmas) dan 
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (RS Pemerintah, 
RS Swasta) yang memiliki PKS dengan Tim Pengelola Program 
Jampersaf Kabupaten/Kabupaten. 

31.Jasa Pelayanan, adalab imbalan yang diterima olch pelaksana 
pelayanan kesebatan atas jasa yang dJberikan kepada pasien 
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, 
visite, rehabilit.asi medil< dan/atau pelayanan pemcriksaan 
laboratorium kesehatan. 

32. Jasa Sarana, adalab imbalan yang diterima olch Puskesmas 
at.au La.bkesda atas pemakaiao sarana, peralatan, fasilit.as 
Puskesmas dan Labkesda, bia_t-a bahan dan alat keschatan 
pakai babis d,u;ar (BBA) yang digu:nakan langsung untuk 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan termasuk 
komponen tarif. 

33. Remunerasl, adalah suaru bentuk imbalan kerja yang dapal 
berupa g11ji, tunjangan, honorarium. insentif, bonus at.as 
prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diteta1>kan dengan 
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keseraraan dan 
kepatutan. 

34. Sistem rcmunerasi, adalah sistcm pembagi,an jasa pclayanan 
sebagai insentif yang diterima oleh pclaksana pelayanan dan 
petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, 
indeks risil<o, dan/ a tau indeks lainnya yang ditetapkan dengan 
Pcraturan Bupati. 

35. Poe remunerasi, adalah akun untuk meoampung distribusi 
proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besamya sesuai 
dengan pola yang telab ditetapkan per jcnis pelayanan. 
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36.Jndeks Kemampuan (Competency lnde.j, adalah pemberian 
indeks pada karyawan berdasarkan tingkat pendidikan 
dan/ atau pe)atihan tera.khir sebagi,.i representasi kemampuan 
serra penguasaan ilmu. 

37. lndeks RisiJro Kerja (Risk Index), adalab pemberian indeks pada 
karyawan berdasarkan penilaiao risjko kcrja yang berdampak 
pada l<esehatan, kesclamatan dan/atau_ riStlco hukum dalam 
mcnjalaokan tug;asnya 

38. lndeks Kegawatan (Emeryency Index). adalah pemberian indeks 
pada .karyawan berdasarkan tugas kesehatiannya yang 
membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyei,-cman 
pelayan dalam rangka penyelamatan jiwa (life saving! atau 
kegi,.wat-daruratan lainnya. 

39. lndeks Jabatan (Position lnde.j, adalah pcmberian indeks pada 
karyawan benlasarkan jenjaog jabatan yang disandangoya 
daJam organisasi (Pu$l<esmas, Labkesda)_ 

40_ lndeks Kinerja (A,rfonnance lndeksj, mempcrhitungkan kinerja 
kruyawan yang dicapaj setiap pegawai berdasarkan penilaian 
kinerja pegawai atau penilaian Jain yang disetamkan. 

4 I • Bobot ( Rating) adalab pemberian bobot nilai pada setiap indeks 
berdasarkan kriteria bahwa indeks terse but rotin!f-nya le bib 
liaggi saw dari yang lain. 

42. lndeks Kepuasan Masyarakat selanjutoya disebut !KM, adalah 
adaJah indeks agreg.at a .tas peniJ:ajan masyarakat terhadap 
variabeJ atau parameter kualitas atau muru pelayanan pubhlc 
dfbidang kesehatan yang discJenggarakan oleh Puskesmas atau 
Labkesda. 

43_ Kioerja. adalah basil kerja dari karyawan secara cim kerja 
berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur. 

44_ Karyawan, adalah l'l:gawai Negeri Sipil rnaupun non Pega .. ,ai 
Negeri SipiJ yang tercatat secara resmi sebagai pegawai 
Puskesmas, Labkesdaatau Dinas Kesehatan Kabupaten. 

45. lndeks Kepuasan Karyawan selanjutoya disingkat LKK, adalah 
indeks agregat alas penilaian karyawan terhadap kebijakan 
daerah dan/atau kebijakan pimpinan yang menyangkut iklim 
kerja. sarana kerja, pengembangan karier, peningkatan 
ket:rampilan dan kesejahteraan karyawan. 

46_ Pos Remunerasi Puskesmas, adalah pos akun yang 
menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa 
pela,yaoan yang peruncukannya scbag;,i pos pemberi pclayanan 
tak Jangsung di Puskesmas yang dibagi dengan kritcria 
indeksing. 

47. Pos Remunerasi Dioas Kesehatan. adalah pos alrun yang 
meoampung akumulasi basil distribusi proporsi jasa 
pelayanan yang peruntukannys scbag;,i pos pemberi pelayanan 
tak Jangsung bagi pimpinan dao star karyawan Dinas 
Kesebatan serta Pihak yang terlibat dalam peningkatao 
pembinaao mutu berdasarkao kriteria yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Kesebatan_ 
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BABU 
RU/ING UNGKUP 

PasaJ 2 

Sistem remunerasi sebag,umana dimaksud ayat (I} yang diatur 
dalam Penuuran Bupati ini, meliputi : 
1. Asas, tujuan dan prinsip remunera...;; 
2. Pola remunerasi; 
3. Penerima remunerasi. 

BABID 
AZAS, TUJUAN, DAN PRINSlP REMUNERASI 

Ba.gianKcsatu 
Azas 

Pasal3 

Remunerasi dilaksanakan berdasarkan : 
a. Asas leg/llitas, bahwa jasa pelayanan meojacli bak ka.rya,w-an 

setelab diatur dan ditctapkan dalam Peratu.ran Kepala Daerah. 
b. Asas keadilan, bahwa setiap karyawan memilild bale yang sama 

atas kinerja yang t.elah dihasilkan berdasarkan beban kerja, 
tanggungjawab, risiko kerja, prestasi kerja dan profesiooalisme, 

c. Asas profesionalitas, babwa kemampuan olah pikir (so.JI. ski11) 
lebih dibarg;J.i daripada kemampuan 6sik (hard. skill). 

d. Asas proporsionalitas, bahwa pembagian jasa pelayanan deogan 
remunerasi atas dasar proporsi antara peml>eri pelayauan 
Jangsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan 
kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan. 

e. Asas transparansi, bahwa pembagjan jasa pe.layanan dengan 
sistem remuncrasi terbuka untuk semua pemangku 
kepentingan. 

C. Asas kinerja, bahwa kaJyawan yang berkinerja lebib Linggi 
berbak mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dibanding 
karyawan yang tidal< atau kurang berlrinerja. 

g. Asas d.istributif, babwa karya"''all pemberi pemyanan langsung 
wajib meaclistribusikan jasa pela)'anan s..-eara proporsional 
kepada ka.ryawan )'ang memberi pela_yanan tak langsung. 

Bagiaa Kcclua 
Tujuan 

Pasal 4 

Tujuan penerapan sistem remunerasi dalam rangka pemanfaatan 
dan pembagian jasa pelayanan, adalab untuk : 
a. Meningkatkan mutu pelayanan kesebatan di Puskesmas dan 

Labkesda untuk membangun citra pclayanan publik 
Pcmerintah Kabupat.en Bojonegoro kepada maS)'ara.kat; 

b. Meningkatkan kinerja keuang,an dan kinerja pelayanaa 
kesebatan di Puskesmas dan UPTD l..abkesda; 
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c. Meningkatkan kescjahteraan seluruh pegawai di Puskcsmas, 
Labkcda dan Dinas Keschatan Kabupatcn; 

d. Mcn.ingkalkan motivasi dan disiplin lrerja dalam mcwujudkan 
pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan scsuai 
tanggungjawab profesi dan tug/ls pokok masing'-masing; 

e. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengclolaan keuang;tn 
daerab yang bersumber dari pendapatan retnousi pelayanan 
kesebamn. 

f. Meningkatnya inde:ks kepuasan masyarakat terl1adap mutu dan 
akses pelayanan keschatan di Puslresmas atau di Labkesda. 

g. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengcndalian manajemen 
pengelolaan Puskesmas dan Labkesda sccara efektif. 

Bagian Ketiga 
Prinsip 

Pasa.1 5 

(1) Prinsip pcrtama, sctiap .penerimaan jasa pclayanan dari masing-
masing pelayanan/tindakan mcdJlc. asuhan/tindakan 
keperawatan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan 
radiologis, pelayanan rebabilitasi medik, pelayanan konsultasi, 
pelayanan farmasi, dan/ a tau pelayanan lainnya wajib 
didistnbu.sikan secam adil bcrdasarl<Rn kriteria obyektif yang 
ditetapkan. 

(2) Prinsip kedua, mutu dan kinerja pelayanan kescha tan 
merupakan basil kerjasama lim yang masing-masing anggota 
tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan 
konstribusi peran scsuai beban kerja, risiko kerja, tugas 
pokok, we we:nang dan tanggungjawabnya 

(3) Prinsip ketiga, remunerasi bagi pe:mberi pelayanan langsung 
secara proporsionaJ le:bih besar d.ibandingkao deng;tn 
remune:rasi pemberi pelayanan tidak langsung. 

(4) Prinsip keempat, penghasil uang adalah individu atau kelompok 
(tim) yang karena ldnerjanya menghasilkan jasa pelayanan (fee 
for servi.ces). Bagi ka,yawan yang tidak bekerja a tau tidak 
berk:inerja tidak meodapatkan ja.sa pelayanan (no work/ no 
performance • no pay principle.'<j. 

BAB JV 
SUMBER REMUNERASI 

Pasal6 

(1) Sumber utama pembiayaan remunerasi berasal dari komponen 
jasa pelayanan dari peodapatan retribusi pelayanan kesc.batan 
di Puskesmas atau di labkcsda. 

(2) Sumber-sumber lain yang sail, antara lain dan tidak terbatas 
pada : 
a. KeuntuQg;tn pengelolaan depo fannasi (Unit Pclayanan 

Farmasi) di Puskesmas 
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b. Selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselengga.rakan 
deogan pihak ketiga dao/ a tau paket-paket pelayanaa 
1=1ehatan. 

(3) Proporsi peogalokasian keuntung;,n sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) buruf a diatur lebib Janjut dalrun Peraturan 
Bupati teotaog Pengelolaan Oepo Fanoasi (Unit Pelayanan 
Fannasi). 

(4) Kebutuhan pcmbiayaan remunerasi sebag,aimaoa dimaksud 
pada ayat ( l) dao ayat (2) dia.lokasikan pada DPA Dinas 
Kesehatan yang bersumber dari APBD seliap tahunnya sesuai 
ketentuao PasaJ 49 ayat (3) Peraturan Daerah l<abupaten 
Bojonegoro Nomor 18 Tabun 2011. 

(5) DaJam ha) alokasi scbag;rimana dimaksud pada ayat (4) tcrjadi 
kekurangan karena adanya peningkatkan kinerja pelayanan, 
maka dapat diajukao tambahao aloJ<as; jasa pelayanan melalui 
mekanisme Perubaban APBD (P-APBD) pada tahun anggaran 
berjaJao_ 

BABV 
PEMANFMTAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN 

Bagjan Kesatu 
Pe:man frta_tan 

Passi 7 

(1) Penerimaan retribusi dari komponen jasa pelayanan 
sebag;umaoa dimaksud dalam Passi 49 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tabun 2011 , 
pemanfaatannya digunakao untuk peningkatan mutu dao 
kinerja pelayanan kesehatao di Dinas Kesehatan, UPTD 
Puskesmas clan lJPTO Labkesda. 

(2) Pembagian jasa pelayanan menggunakao sistem remu.nera.sL 

Passi 8 

(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
diatur dengan pola sebag,ai bcnlcu t : 
a. Paling tinggj 5% (lima perse,atus) dialok-asikao untuk 

angga.ran remunerasi pemberi pelayanan tidak langsung, 
pos remunerasi Dinas Kcsebatan yang berhubun gan 
langsung maupun tidak langsung dengan upaya. 
peningkatan mutu pclayanan publik khususnya dibidaog 
kesehatan atau bidang lain yang relevan. 

b . Selebibnya sekitar 95% (sembilan pulub lima perscratus) 
dialokasikao untuk remunerasi langsung dan remunerasi 
tidak Jangsung sebagai pos remunerasi 
puskesma.s/Labkesda dan pos remuoer.u,; pimpinan 
puskesmas/Labkesda; 

c. Pos remunerasi sebagaimana dimaksud aya t (I I huruf a 
dan h uruf b, dibagi berdasarkan sistem indcksing 
(indexin!Jl dan pembobotan (rating). 
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(2) Setiap tahun anggaran Kepala Oinas Keschatan menetapkan 
kebijakan alokasi masing-masing kebutu.ban anggµran biaya 
lmgiatan sr.ba~imana dimaksud ayat (I) denfll)D mengacu 
pad-~ barasan pola yang sudah ditctapkan. 

(3) Remunerasi sebagaimana dimak$ud ayat (I) huruf a 
pemanfaatannya untuk remunc:rasi pimpinan dan staf dinas 
kesebatan, dan pibak lain yang melalrukan pembinaan. 

(4) Selisih lebih perhitungim tarif Pelayanan dengan tarif 
penjaminan oleh pihak ketiga sehagaimana ketentuan pasal 17 
Pemturan Bupati Nomor 26 tahun 2012 tentang Pedoman 
Teknis Retribusi Pelayanan Ke..cbatan Pada Dinas Kesebatan 
Kabupaten Bojonegoro pemanfaalannya dite.tapkan ol.-.b Kepala 
Dinas Kesebalan. 

(5) Dalam ha! pemanfaaran penerimaan jasa pelaJanan diluar 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 
persetujuan Bupati 

Bagian Kedua 
P(.=bagian Jasa Pelayanan 

Pasal 9 

(1) Pemhagian jasa pelayanan di Puskesmas dan U!"rD Labkesda 
meoggunakao sistem remunerasi. 

(2) Jasa pelayanan dokter spesialis t,unu dalam bentuk jasa medik 
diserahkan langsung kepada dokter spcsialis yang 
bersangkutan sctelah dipotong pa:jak dan/atau potongan lain 
sesuai perjanjiao kerjasama yang telah discpakati. 

(3) Jasa medik dokter spesialis tamu sebag;airoana dimaksud pada 
ayat (2} tidak djsertakan at.au dikecualikan dalam s istem 
remunerasi sebag;airoaoa dimaksud pada ayat (J). 

BA.BVI 
PENERIMA REMUNERASI 

Pasal JO 

(1) Penerima remunerasi terdiri dari penerima remunerasi 
langsuog dan penerima rcmuoerasi tidak langsung. 

(2) Remunerasi secara langsung, diberikan l<epada setiap karyawan 
yang bekerja dj Puskesma.s dan di UPTO Labkeada yang berhak 
mendapatkan pembagian remun.erasi sem.1ai kritrria yang 
ditetapkan. 

(3) Kriteria rerouoerasi langsung sehag;am,aoa d imaksud pada ayat 
(1), meliputi : 
a. Tenaga medik dan tenaga kepera..,atan yang bcrhak secara 

individu atas jaaa pclayanan profesi yang tclab ditunrul<an. 
b . Tim Keperawatan atau tim kesehatan lain (analis medis, 

radiographer, fisioterapi, ahli gizi dan tenaga keschatan 
Jainnya) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu. 
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(4) Remuneras.i tidak langsung, diberikan : 
a_ KaJya"'-an Puskesmas dan Labkesda yang s«~ra tidak 

langsung membantu dan/atau memung)<inkan pelayanan 
kesebat:an dapat dilaku.kan oleh pemberi pelayanan 
kesehatan langsung; 

b. Pimpinan dan staf pengelola Puskesmas atau Labkesda;. 
e. Kepala Dinas. pejabat struktu.ral dan staf f ungsional pada 

Dinas Kesebatan atau Pibak lain yang mclakukan 
pembinaan daJam rangka perungkatan mutu pelayanan 
publik dan/atau pembinaan fungs.i kepemerintahan lain 
dilingku.ngllll Dinas Kesehatan. 

BABVn 
POLA R.EMUNERASI 

PasaJ II 

(1) Setiap penerimaan komponen jasa pclayanan semua jenis 
pelayanan diatur pola remunerasinya untuk pemberi 
pelayanan langsu:ng dan pcmbcri _pelayanan tak langsung 
sebagai berikut: 

a Pelayanan Rawat J alan, dan Rawat Darurat di Puskesroas 
dengao jaring,mnya 

;~\f it ' I.' ' ~felsi I P-.. 2 tP•;zu...T'al • no : ~ · :.; ~: ~ ' ~ ,.,_ -l~v~r;·• : ,...._ - • J . t ... - • . , · :n -' . ' - ' 

.. ,_ - R ... • t1,I /\1 
" lain - -- --I.it• 1,, ' ,n• n, (4} (51 (6\ IY\ ,., 

l Pb1ae?cs.w, lnl.sn 
-lalan 

40 '!I, 49'!1, 21 '!I, 21 '!I» 4 '!I, S'!b 

2 Pdil:J&dl P.elQrn - 0 10 '!I, 21'!1» 4'!1, 5'!1, _ ,Karn, 
3 Pe:1a1Gctc.1 klk«J3 - 63 '14, -Dr. lnltJm 7 '!I, 21 '!1, 4 '!I, 5'11, 

" - Gm/ - 0 '!I, 10 '!I, 21'!1» 4 '!I, s '!I, 
5 Peiid ,Unull --D.lnnt 49 '!I, 21'!1, 21 '!I, 4 '!I, 5 '!I, 

6 °"""'5i di UGI> 35'!1, 21 '!I, 49 '!I, 21'!1» 4 II(, 5% 

7 Kon5allla!illrSpciUGI> 
27'11, 14'!1, 56 '!I, 21 '!I, 4 'II, 5 '!I, ,0n ...... 

8 ~ 25'14, 7'!1, 63 'lb 21 '14, 44!. 5'!1, ~ 

9 Pb1 2 1 I - 7 '14, 63 'II. 21 'II. 4'!1, s 'II. 
10 TranstlA!IDir.111 - 7'!1, 63 'lb 21 '!I, 4% s '!I, 
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b. Pelayanan Medik (Tu,dakan Medik Non Operatif dan Operatil), 
Tiodakan Kepe,rawatan Mandiri, Tiodakan Medik Gigj dan 
Mulut. 

•·::··1 .. :~~ ,· I, PmlbertPek)JtaM p a ..... , ,Tarca a a : 
~!:'.~.i.,i. •.. ,~, ......- .\,, ,_ -.... ,,.. t,+ - k I ..... - . ' . -" ' - -~ - R !Ill . ~ ............ • ' ' Ii • ',' ,, · ula ..,. --i"'-'Yli' _";,1:-:1,/1-.'. \+, f:lll (4) TC\ VJ '" Tnlakan meds 

38 'M, 51 'II, 9 'II, 31 '11, 4'M, 5 'II, (TM) 

lMNon 47 'M, 51 'II, 9 'II, 31 'II, 4'M, 5 '!lo 
1MP51dilb'it 31 'II, 51 'II, !I 'II, I 31 'II, 4 'II, 5 'II, 
Tugaslin..-,h 
lMdell 

1M 38 'II, !I 'II, 51 'M» 31 '11, 4'M» 5 'I!, 
lMNon 47 'II, 9 'II, 51 '11, 31 'II, .. 'II, 5 '11, 
1M. Ane51Esi - ... 'II, 12 'II, 31'11, .. 'II, 5 'II, 
Tllldalran 
lqx.:awat• oo 40 'II, 0 'II, 
Psiiabll. 

60'Mo 31 '11, .. 'II, 5 'II, 

Todal<an 47 'II, 0 'II, 60"" 31 '11, 4'11, 5 'II, 

PBtSALIMINDI 
l.angsu,v:80'Mt Tak l.angsung : :m 'Ila P,,ISkDl'5 

a . Normaloleh 
'R,5% 0 - 80'11, 15 'II, l.S'lit :z.s"" 

b. Hamal oleh 
'R,5 % 68 'II, llober 12'11, 15 'II, 2.5 'II, :z.s 'II, 

c. ~ 'R<'!I, 611 '11, 12'11, 15'11, , _ .. 'II, , . .. 'II, 
d. A..'-:t.aHaa.J 

'R,5 % 611 'M» 12 'M, 15'11> :z.s 'II, 2.5 ... al 
PERSAI.DWI DI 
POUNDeS langsung: 95 'Mt Tak Langsung : 5 ~ 
a.Normaldell 

'R,5 '11, 0 'II, - !IS 'II, 2 'II, 1,5 '14, 1,5'11, 

I • 60 'Mt Tall : 40 ",I, 
l!idan 97S'!1, 9 'II, 51 'Ml 31 'M» 4'!v 5 'II, 
ICB 316 'M, 51 'Ml 9'14. 31 'M, 4% 5"4 

Pb-•~IL 'R,S'M, 51 'M, !I 'II, 31 'II, 4% 5 '14, 
P&1oi:saa11Tuno 

35'M, 51'11, "' !I 'Ii, 31'11, .. 'II, s 'lb 
Pe,oa,ut•, 
Sp,,si-ne,Pap - 40 'II, 51 'M, 9 'M, 31 'M, .. 'II, 5'11, - - 35 'II, 51 'M, - 9 'M, 31 'M» .. 'II, 5 'M, 

~ '1'11 'M, 51 'II, ...._ 9 'M, 31 'M, 4 'II, 5 'II, - 67 'II, 51% 9 'M, 31'11, .. 'lb 5 'II, 

~ 
MEDDCGIGI& Langsung: 60 'Mt Tait Langsung : 40 'Mt 
Nia.UT --•Drg """"' 94 'II, Sl'Mo 9 'II, 31 '11, .. 'II, 5 'M, 
lMGiQi 34 'M, 51 '11, !I 'llo 31 'M, 4% 5 'II, 
PenaUj,n Hili 

51 '11, 51 'II, T....,. 9'M, 31 'II, .. 'II, 5 .... 
1\....,ian dgn. - 34 'II, 51 'M, 9 'M, 31 'M» 4 'Ii, 5 'M, 
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c. Pemeriksaan Penunjang Medik di Puskesmas. 

1.r.: · if.,J,1,, j;: -~ .•i;. P8Dberf -.,,a.a,, .....,. .... , •• 1TatLal,~· • iJti<:'f' - · . , t ~ -),:irrlf• gt<~ - ·,,,. -·--· --- -- ..... n ;flilln -l\!)tf' [;:,~-~ ~- ·.] · - /R ti I .. - ~ R asi 
I '</ I .... - - --. '11 ' ·-w 121' •• , · ,l31 141 , .... 16) 171 II\ 

1 11s.-.l;;b M 34'11, 11'11, 22'11, 51'11, I 4 'II, I 5 'II, 
2.a 
_ .... _ , 

70 'II, 11 '11, ll '11, 51 '14, 4 'II, 5 'II, 
b. f<ml:ar4>a I 67 'II, 18 'l4t 22 'llo 51 '14, 4 'II, 5 'II, lrontJas 
3 USG+ 30 'II, 32 '14, - I '14, 51 '14, 4 '14, 5 '14, 

-4 USG+Pa1GICcW 
n ♦ Prw't 33 '14, 32 'II, -·.,- I '!lo 51 '14, 4 '14, 5 'II, 

5 EKG+ 33 '14, 32 'II, - I 'II, 51 'II, 4'11, 5 'II, 

d . Pelayanan Rawat lnap di Puskesmas Dengan Perawatan. 

!/l{ ;,~ ', ·1 ~, 1\~,~ I ~~ p I 1-,aa<tTall,._ 
' : 25 'Mt :75~ ;I ,. ~~fi1¥s,s,,..... __ ..... .,.. Dok.- SI l - ......,_ -· Pmls: ,' 

j, f :".,4(/ '1 
' -- '" 

_,_ - ..... RI sltsi -~ . •' . ~1 .... - - -1 IQas ill· Unun 33 'II, 0 'II, 25 'II, 66 '14, 4% 51\w 
IQas ll • Umun 25'11, 0 'II, 25 'II, 66"11, I 4% 5 'II, 
IQas ·lwa - 0 'II, 25 'II, 66"11, I 4 'II, 5% 

I I . 70% Tak la : 30 'Mt 
2 ~Dr"" 97'11, 59.5'11, 10.5'11, 21 '14, 4 'II, 5'11. 

Yisile - Dr. 97'11, 
59.5 'II, 10-5 'II, 21 'II, 4'11, 5 'II, Unun 

3. - 97'11, 
0 'Mt 70 'Mt 21 '11, 4'14, 5 'Mo I 

-4. AdmRawat•~ 50 'II, O'M, 70 'II, 21 'II, , 4 'II, 5 'II, 

e. Pelayanan Transportasi Pasien/Jenazab. 

' Peu:a:bai Pt:la:1••· p ts I Pca1w.a.1TN 1h11 
~ : 90 'Mt :104\lo 

._ .... .,.. Soplr W I =•• - --- - - ........... - .... - -- Di.lKes. 
60'14, 45 'II, 45'Mo 5 'II, 2 'II, 3 'II, 

2. Tra. 1:SPA tas1 - 54 'II, 36 'Mt S'Mt 2 'II, 3% linlzah 
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'l'1, , ~ 

11o: ~~·~ :;fi. ... , 
q>' I 1·r,f-;~i¥"'' ' \I •,ff!#; ,, "· . 
"'•lli 1if~ I.II ' 

A. -· Ii I 
Tlt,WNSII-M. 

L --2. 
a. ~lJl;AI. 

1. .......,,....., 
Pt1!1eicsaM t..ter-

i. Pbie---.w.--3. Pt.awata.1 -·c. GCIJ/Nlll 

l a.on 
2 a.on ..... 
3 ..........,__ .......,..,., -0. YAN-
1. --2. ......,.,,,_,Re!ep 
3. -......,,,,_ 
E. y All Ill.ADI -3 F. YAII 

INCEi IEI •toR 
~ YANIPAL 

a. Ka. Pustcesmas 
b. 
2 !lei_, 
3 -

• 14 · 

r. Pclayanan PH.N, Kesehatan Tradisional , Medico Legal, 
General Check Up, Pemulasaraa.n Jeoazah, Pelayanao 
Fannasi, Pelayanan Klaim Pihak Ketiga, Pembaka.ran 
Sampab Medik/IPAL. 

I ' Pimabeil Pela.J\ill.- p tni Nat ar Tak t.angsuog 
'M,Jaosa , ' -':fiOlt'e :40~ 

l'll!llt-,... l>aldle,- K t .... ps · a j .Pas 
_,_ -- - ..... ~ , R DinlAta. r1l!li 

' ... -. f3} 141 .3. f6l llJ ,.1 

33'14' 42 '11, 18'14' 31 '14' 4 '14, 5 'II, 
75 '14, 42 'II, 18'14' 31 'II, 4 'II, S% 

40 '14, S1 '11, 9 'II, 31 'II, 4 '14, S'11, 

35 'II, 51'11, 9 'II, 31 'llo 4'11, s 'II, 
67 'II, 0 'llo 60'11, 31 '11, 4 'II, 5 'lb 

27 'II, 51 'II, 9 'II, 31 'II, 4 'II, 5 '14, 
3S 'II, 51 '11, 9 'II, 31 'II, • 'II, s 'II, 
40 'II, 51 'II, 9 'II, 31 'II, 4% S'Vo 

' 
40 'II, - 60 'II, 31 '14' 4 'II, 5% 
40'111 - 60% 31 'II, 4 'II, 5% 
50 'II, - 60'11, 31% 4 'II, s 'II, 

13 'II, - 60 'II, 31 'II, 4'11, 5 'II, 

38 'II, - 60 'II, 31'M, 4 'II, SIM, 
25 ... - 60 'II, 31 'llo 4 'II, 5 'Mo 

g. Pelayanan Praktek Kfinil<, Penelitian <Ian Studi Banding 

.Pe111bmi Pe1a,a.1a1t p l11e11lMilltNW1 Tak tangsung : .,,, ';--40'Mt . ! :liO"'-~- - n I I Pas ..,.. __ - -- rvurc as1· -Id< • rn Olft!Ces. 
4 6 7 • 

75'11, 40 'II, - 51'11> ◄ % 5% 
IJ'Mo 0 40 'II, S1 '4 '4'14, s 'lb 
80 'II, 0 40'Mo 51 'II> '4% S 'lb 
:zo 'II, 0 40 'If,, 51% ◄ 'lb 5% 
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-p ..... 
(ll (2) (3) 14) (5) (6\ [TJ --Ill 

a. 
b. 
C. 

35 'II, 
30 'II, 
35 'II, 

1lb 'II, 22 '11, 

18 'II, 22'11, 
18 '!It 22 'II, 

51 '11, 4 'II, I 5'11, 
51 'I!, 4 'II, 5""' 
51 'I!, 4'1!, 5 'II, 

d. Klmia IClnk 35 'I!, 18 'I!, 22 'II, 51 'I!, 4 'II, 5 'I!, 

e. ,, - 39 'I!, 18 'I!, 22 'II, 51 'I!, 4 'II, 5 'II, 
2.. LA► ¥MS 

a 
b. 
C. 

d. 
e. 
[ 

a. 

3. 

-Klmia 

35 'I!, 0 40 'I!, 51 'II, 4'Mo 
37'Mo 0 40'Mo 51 'I!, 4 'II, 

40""' 0 40 'II, 51 'Mo 4'!1. 

5 'II, 

5 'M, 

5 '!lo 
40'11, 0 40 'II, I 51 'II, 4 'II, 5 'II, 

lD4BAH CAD! 39""' 0 40 'Mo 51 '11, 4 'II, 5 'II, 
~ 42 'Mo 0 40 'II, 51 '11, 4 'II, a 5 'II, 

~ 40 'I!, 0 40 'II, 51 'II, 4 'II, 5 'II, , a 
s I 5 
:... 

Pl 40 'M, .... 60'Mo 0 51 '11, 4 'II, 5 'II, 

(2) Pembagian alokasi anggaran untuk Pimpinan Puskesmas dan 
Pimpinan UPTD Labkesda (Kolom 7) dibag.i secara propon,ional 
antarn. Kepala dan Star Pimpinan sesuai beban dan tanggung 
jawabnya yang ditetapkan oleh Kepala Oinas Kesehatan. 

(3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos rcmunerasi 
(Kolom 6) menggunakan perhitung;m nilai indeks dikalikan 
bobot (rating) masing-masing indeks. 

(4) lndeksing sebagaimana dimaksud pada aya t (3) yang 
diperbitungkan meliput:i: 

a. Indeks Kernampuan (CompetenctJ Index) ben:lasarkan 
tingkat pendidikan terakhlr. Bobc>t (Rati11g) lndeks 
Kemampuan adalah 3 (tiga); 

b. lndeks Risiko (Risk Index) deug,an memperhitu.ngkan risiko 
selama melaksanakan tugas pekcrjaan yang 
dikelompokkan dalam 4 grade. Semakin Lingi risiko 
pekejaan semakin tinggi gradenya. Masing-masing jenis 
pekerjaan yang masu.k kategori grade tertentu ditetapkao 
bersama oleh Tim Remuoerasi Masing-masing UPTD 
maupun UPF. Bobot (Rating) lndeks Risiko adalah 3 (tiga); 

c. lndeks Kegawat-daruratan (Emergency Index) 
memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengao 
peoyelamatao oya\\--a pasien bro1c secara langsung maupun 
tidak secara laogsung atau penyegeraan pelayaoan. Jeois 
pelrerjaan yang masuk kategori indeks ioi juga 
dikelompokkan dalam 4 Grade. Bobot (Rating) lndeks 
Kegawatdarurata,, adalah 3 (tiga); 

d. lndeks Jabatao (Position lndexj setiap jabatan formal yang 
menjadi tnnggung-jawab pegawai diperhitungl<an 
bertlasarkan jenjang tanggung jawabnya. maupun luasan 
bidang tugi,s yang diembannya. Bobot (Rating) lndeks 
,Jabatao 'ldalah 3 (tiga); 
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e. lndeks Kinerja (Pe,fonnance buielcsj mempcchitongkan 
kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai bcrdasarkan 
peoilaian kinerja pega"'ai atau penilaian lain yang 
disetarakan. Bobot (Rating) lndeks K°merja adalah 4 (empat) 
dapat diterapkan setelah mekanisme penilaian kinerja 
masing-masing karyawan sudah ditetapkan; 

(SJ Pcmbagian anggaran yang tersedia pada Pos Remunerasi Dinas 
Kesehatan (Kolom 8) sebesar 20% untuk pos Pimpinan Dinas 
Kesehatan, 10% (sepulub sepersetratus) Pos Pembinaan, dan 
selebihnya menggunakan perbitungao nilai iodeks dikalikan 
bobot (rating) masing-masing indeks. 

(6) lndeks.ing sebaf;limana dimaksud pada ayat (5) yang 
diperhitungkan meliputi: 
a. lndeks Kemampuan (Competency lndet) benlasarkan 

tingkat pendidikan terakhir. Boben (Rating) lndeks 
Kemampuan adalah 3 (tigaJ; 

b. lndeks Risilro (Risk lfldeA1 deng;u, mempe,rhitungkan risiko 
selama melaksanakan tugas pekerja.an yang 
dikelompokkan daJam 4 grade. Semalcin tinggi risiko 
pekejaan semakio tioggi gradcn;oa. Masing-masing j enis 
pekerjaan yang masuk kategori grade tertentu ditetapkan 
bersama oleh Tim Remunerasi. Bobot (Rating) lndeks Risiko 
adalah 3 (tiga}; 

c. lndeks Jabatan (Positibn Jnde,r) setiap jnhatan ronnal yang 
menjadi tanggung-jawab pega"-ai diperhitungkan 
bcrdasarkan jcnjang tanggung jawabnya maupun luasan 
bidang tugas yang diembannya , Bobot (Rating) lndeks 
Jabatan adaJah 3 (tiga}; 

d. lndeks Kinerja (I¾efonnam:e fndelcsj memperhitungkan 
kinerja karyawan yang dicapai sctiap pegawai bcrdasarkan 
penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang 
disetarakan. Bobot (Ratiqg) lodeks Kinerja adaJah 4 
(empat}; 

(7) Dasar perbitungan pembagjan jasa pelayanan mcnggunakan 
sist:em remunerasi sebagaimaua dimaksud pada a yat (4) dan 
ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kcsehatan. 

BABVITI 
KECIATAN PEMBINAAN 

Pasal 12 

(1) Tujuan kegiatao pembioaan manajemen maupun teknis 
fungsional pengclolaan Puskesmas dan Labkesda, adalah : 
a. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan 

pclayanan Jainnya di Puskesma.s dan/atau Labkesda; 
b. Meningkatkan utilisasi atau pemanfaauu, Puskesrnas dan 

Labkesda sehingga tujuan remunerasi dapat tercapai. 
c. Meningkstkan kapasitas manajemen pengclolaan 

Puskesmas atau Labkesda; 
d. Mengkitkan kapabilitas SOM dalam teknis dan.atau fungsi 

sesuai standar proresi, SPM (Standar Pelayanan Minimal 
Puskesma.s) dan/atau standar pclayanan publtlc. 
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(2) Beotuk kegiatan pembinaan, meliputi : 
a. Pemberian arnh kebijakan dan/atau strategi pcngembangan 

mutu dan a.ksesilnlitas pelayaoan keseharan di Puskc,,,nas 
dan di Labkesda;. 

b . Pembinaan telmis kepemerintahan. dan/atau pelayanan 
publik; 

c. Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.; 
d. Pembinaan dan advokasi peratu.ran penmdangan; 
e. Pembinaan sistcm perencanaan prog,am-kegiatan dan 

penganggaran di Puskesmas dan di Labkesda. 

(3) Pela.ksana kegiatan pembinaan, terdiri dari: 
a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah; 
b. Kepala Dinas Kesehatan, Pejaba~ struktural dilingkungllll 

Dinas Kesebatan <Ian staf reknis atau staf fa.ngsiooal dala.m 
rangka pembinaan sesuai tugas pokok, kebutuhan, at.au 
profesi masing-masing; 

c. Narasumber atau konsultan yang dibenl<an togas oleh 
KepaJa Dinas Kesebatan un tuk melakuka.n pembinaan atau 
dalam mngka peningkatan kapasitas dan/atau kapabilitas 
dalam pengelolaan Puskesmas atau Labkesda. 

BA81.X 
PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI 

Pasal 13 

(1) Kcpala Dinas menetapkan pcdoman teknis pemanfaatan dan 
pernhagiao Pas Remunerasi Dinas Kcsebatan, Pos Rrmuncrasi 
Puskesmas dan Labkesda, Pas Remuncrasi Pimpinan 
Puskesmas, Pas Rcmunerasi selisin lebih deng;,n p,nak ketiga. 

(2) Setiap penerima temunerasi wajib dipotong pajak penghas,lan 
sesuai dengan Peraturan Perundangirn yang berlaku. 

(3) Bendahara pengeluaran wajib melalrukan penatausahaan 
keuangan remunerasi dengan bail<, terbl>, dan benar. 

BABX 
PENYESUAIAN POLA REMUNERASI 

PasaJ 14 

(1) Pola remunerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bersifat 
dinamis sejalan dengan penyesuaian a1au perubaban besaran 
tarif retn"busi pelayanan. 

(2) Penyesuaian pOla tarif yang sudah dit.etapkan dalam P..tsal 10 
dapatdilakukan dengan mempertimbangkan: 
a perubaban bcsaran tarif retribusi pela}'8n:'m; 
b. kesepakatan proporsi ant.am pcmberi pelayanan langsung 

dan tak langsung; 
c. perubahan proporsi antar profesi pembcri pelayanan 

langsung, 
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(3) l'lmyesuaian pola remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (2) 
ditetapkan deng,an Keputusan Kepa)a Dinas Keschatan setelah 
me:ndapatkan perserujuao Bupali. 

BABXJ 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 15 

(1) Kepala Puskesmas <Ian Kepa)a Labkesda secara periodik wajib 
melaku.kan. monitoring dan evatuasi pelaksanaan/implementasi 
sistem .rcmunerasi. 

(2) Melakukan pengukuran indeks kepuasan kary-awan (IKKJ dan 
lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebag;ai indikator kepuasan 
tediadap pelaksanaan sistem remunerasi <Ian indikator kin.erja 
pelayanan kcsebatan yang bemiutu. 

(3) Hasil evaluasi seb.,gaimana ilimaksud ayat (2) digunaknn sebaga.i 
bahan peoyesuaian pola remunerasi sehagi,imana dimaksud pasaJ 
14. 

(4) Setiap lllhun Kepala Dinas kesehatan wajib me nyusun laporan 
akuntabilitas kinerja pela,yanao publilc (LAKIP), Laporan K.inerja 
Pclayanan dao Laporan Kinerja Keuaog,an. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati 
melaluJ Sekretaris Daerah. 

BABXll 
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 16 

(l) PeL~ksaoaao sistem remunerasi ini harus dilaksanakan paling 
lamhar 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraruran Bupati ioi, u ntuk 
melakukao persiapao tcknis dao sosialisasi kepada seluruh 
lauya11,•ao. 

(2) Puskesmas dan Labkesda wajib melakukan persiapan implementasi 
sistem remunerasi sesuai batas waktu yang ditetapkan 

(3) Sebelum siap perangkat perh:itungan remunerasi di Puskesmas dan 
Labkesda maka remunerasi dibagikan berdasarkan Keputusao 
Kepa]a Dinas Kesehatao . 

BAB XlD 
KETENTUANPENU1UP 

Pasal 17 

Hal bal yang belum diatur dalam Pt!rnwrao Bupati ini sepanjang 
meogena.i tekois pelaksanakao ..iiatur lebib lanjut dalam Kepurusan 
Kepala Dinas Kesehatao. 
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PasaJ 18 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tangg,u diundangkan. 
Ag;,r setiap orang mcngetahuinya. memerintahl<an pengundangan 
~turan Bupati ini dengan penemparannya dalaJn Berita Daerah 
Kabu paten Bojonegoro. 

Ditctapkan d i Bojonegoro 
pada tanggal I Maret 2013 

BUPAfl BOJOJIEGORO, 

Ltd. 

B.SUYOTO 

Diundangjcan di Bojonegoro 
pads. mnggal 1 Maret 2013 

8EKRETARIS D6ER6H KAIIUPATElf BOJOllEGORO 

ttd. 

SOEIIADI IIOELJOIIO 

BBRITil D6ER6H 'CABUPATElf BOJOlfBGORO TAll'IJJI 2013 IIOIIOR 12. 

Salinan ~uai deng;.m aslinya 
SBKRBTAIUS DABRAR KAIIUPATEII BOJOIIBGORO 

~ DrL SORJIA~biio UII 
.Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 1 008 



PBillJEJ ASAY JI.TAB 
PBRATORAJf BUPATI BOJOIIBGORO 

BOIIOR 12 TAIIUJI 2013 

TEIITAIIG 

PBDOIIAll TBKJIJS 8ISTBII RBaUWBR-sI 
PADA DIJIAS KBSBBATAJI KABUPATml BOJOIIBGORO 

I. UMUM 

fl:mbangunan kesehatan merupakan bagian mt.cgrnl da.ri pcmba.ngunan 
Kabupate11 Bojonegon> secara keseluruban. Program Pengcmbangan Pelayanan 
Kc:schatan di Puskesmas dan Labkcsda merupaka.n upayn scc:ara sistemalis 
dan kon~! untuk meoingJuukan mutu dan akcsibilitas pelayanan 
kcachntan peromngan dnn pelayanan kcsehatan rujukan di Puskesmas 
maupun di lablcesl2 sebagai UPTD Dinaa Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. 
SaJab satu intrumen penting dalam peningkatnn mutu dan IJ.kses pclayanan 
kesehatan di Pualcesmas dan Labkeada yang dimiliki dan dikelola Pemerintab 
Kabupateo Bojonegoro adalah penataan tarir rcuibusi dan kelongsungan 
pembiayaano>a 

Ket.entuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntan& Kesehalan 
Pasal 27 ~ ( II babwa lenag.1 keschatan berhak mendapatkan imbalan dan 
pertindungan hukum daJam mclaksanaknn tug;as scauai dengan profesinya. 
J>ene:rapan sistem rcmunerasi dilinglrungan Dinas Keschatan Kabupaten 
mcrupakan ha1 bero. Sebag;ai kcbijalcan Daernh pcncrapan sis1cm "'muuerasi 
ini acbagal upaya meningkalkan motivasi kelja, pcningl<atan utilisasi 
Puslceamas maupun Puskesmaa sekaligus sebagal upaya meningkotkan citra 
pelayanan pu bb1c dibidang keschatan. Puskesmas <Ian Puskcsmas scbagai 
-Show of Window" pelayanan pubbl<. maka kebijalcan daerah tcntang sistem 
remunerasi ini adalah instnunen daerah mendorong perbaikan citro pelayunan 
publik. Sudah borang tentu penilaian akhir dikcmbalikan kcpada masyarak.at 
acbagai pcngguna. pelanggan bahkan scbng/li kasremer. 

0en811" ditcrapkannya Pola Remunerasi di Puskcsmas dan Labkcsda, 
dihampkan meodorong motivasi kerja seluruh karyawan uotuk mcwujudkan 
mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan lerjangkau (aksesilnlitas). 
Demi1riao jugii pemberian remuneras.i pada pimpinan dan staf Dinas Keschatan 
juga dikandung maksud untulc mcningkalka.n kioerja pengeodalian manajemen 
mdalui kegiatan pembinaan, monitoring - cvaluasi kinerja Puskesmas & 
Labkesla. supervisi aerta penataan manajcrncn perencanaan, pengelolaan 
keoangao mau,pun manajemen pelayanan yang bc:rmuw di Puskcsmas dan 
Labkeada. Dengan demikwn sinergitas dan integritas penutaan pelayanao 
publik mulai hulu sampai hilir dapat tcrwujud. 

IL PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jclas. 

Pasal2 
Cukupjelaa. 

PasaJ 3 
Cukupjclas 

Pasal4 
Cukup jelas. 



 

Pasal 5 
Culrup jelas. 

Pasa16 
Cukup jelas. 

Pasal7 
Cukup jelas.. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Culrup jelas.. 

Pasal JO 
Cukup jela.s. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasall2 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
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Penyesuaian diperh.1kan kare.na sistern remUnera$i untuk bisa stabil sebagai 
suatu sistem membutuhkan beberapa tahun, terutama pula remunerasi 
unruk kmyawan. Untuk ini dibutuhkan Oeksibilitas pengaturannya 

PasallS 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas.. 

Pasal 18 
Cukupjelas.. 

oooOooo 


